
 
 

    
 

 
 

 
 
 

 
PERATURAN  

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4 TAHUN 2025  

TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN NEGARA SERTA BESARAN, PERSYARATAN, 
DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU 

NOL PERSEN ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEWA 
SATUAN RUMAH SUSUN PADA RUMAH SUSUN NEGARA DI LINGKUNGAN 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan 
tempat tinggal yang layak bagi pegawai Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta 

mengelola dan memanfaatkan Rumah Susun Negara 
secara tertib, tepat sasaran, layak huni, dan 
berkelanjutan, perlu mengatur pengelolaan rumah susun 

negara di lingkungan  Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Rumah Susun, pengelolaan rumah 

susun negara dilaksanakan oleh kementerian/lembaga; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 
melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 
Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan 
Pajak, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan tentang Pengelolaan Rumah 
Susun Negara serta Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara 

Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol 
Persen atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sewa 
Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Negara di 

Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan; 

 
Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5252); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4515); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6523);    
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6892); 
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 
Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 5); 

9.  Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2025 Nomor 378); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 
PEMBANGUNAN TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 

NEGARA SERTA BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA 
PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL 
PERSEN ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

SEWA SATUAN RUMAH SUSUN PADA RUMAH SUSUN 
NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN 
DAN PEMBANGUNAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 
1. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam 
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional 
dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan 

satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara 
terpisah. 

2. Rumah Susun Negara adalah Rumah Susun yang dimiliki 

negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, 
sarana pembinaan keluarga, serta penunjang 

pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. 
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang 

selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan 

intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Presiden serta menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan 

negara/daerah dan pembangunan nasional. 
4. Kepala BPKP adalah pimpinan BPKP yang melaksanakan 

tugas, fungsi, dan kewenangan BPKP. 
5. Pegawai BPKP adalah aparatur sipil negara, yang 

berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat 

dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara 
penuh pada satuan organisasi di lingkungan BPKP. 

6. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun 
adalah unit Rumah Susun yang tujuan utamanya 
digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai 

tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke 
jalan umum. 

7. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu nominal uang 

sebagai pembayaran atas sewa Sarusun pada Rumah 
Susun Negara dalam jangka waktu tertentu. 

8. Hari adalah hari kalender. 
 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi: 
a. pengelolaan Rumah Susun Negara; dan 

b. besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif 
sampai dengan nol rupiah atau nol persen atas jenis 
penerimaan negara bukan pajak sewa Sarusun pada 

Rumah Susun Negara. 
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BAB II  
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN NEGARA 

 
Bagian Kesatu 

Pengelola 
 

Pasal 3 

(1) Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa 
membentuk dan menetapkan tim pengelola Rumah Susun 
Negara di unit kerja kantor pusat. 

(2) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi membentuk dan 
menetapkan tim pengelola Rumah Susun Negara di unit 

kerja perwakilan. 
 

Pasal 4 

Tim pengelola Rumah Susun Negara bertugas: 
a. melakukan pengelolaan Rumah Susun Negara untuk 

menciptakan kenyamanan, kelayakan hunian dan bukan 
hunian, termasuk menyesuaikan kapasitas unit hunian, 
serta kelangsungan umur Rumah Susun Negara; 

b. menegakkan aturan dan tata tertib di lingkungan Rumah 
Susun Negara;  

c. menyusun daftar barang inventaris Sarusun pada Rumah 

Susun Negara; dan 
d. menetapkan pengelolaan Rumah Susun Negara secara 

swakelola atau melalui pihak ketiga. 
 

Pasal 5 

(1) Pengelolaan Rumah Susun Negara diselenggarakan 
dengan dukungan sistem informasi. 

(2) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun 
terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan. 

 
Bagian Kedua 
Pemanfaatan 

 
Pasal 6 

(1) Pemanfaatan Sarusun pada Rumah Susun Negara 
meliputi kegiatan: 
a. pemanfaatan Sarusun pada Rumah Susun Negara; 

b. pemanfaatan bagian bersama; dan 
c. pemanfaatan benda bersama;   

(2) Pemanfaatan Sarusun pada Rumah Susun Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
pendayagunaan atas Sarusun pada Rumah Susun Negara 

yang tujuan utamanya digunakan untuk fungsi hunian 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Pemanfaatan bagian bersama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b merupakan pendayagunaan atas 

bagian Rumah Susun Negara yang dimiliki secara tidak 
terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan 
fungsi dengan Sarusun pada Rumah Susun Negara. 
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(4) Pemanfaatan benda bersama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c merupakan pendayagunaan atas 

benda yang bukan merupakan bagian Sarusun pada 
Rumah Susun Negara melainkan bagian yang dimiliki 

bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama, 
dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama atau 
individu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 7 

Pemanfaatan Sarusun pada Rumah Susun Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan 

pengelolaan yang meliputi kegiatan: 
a. operasional; 
b. pemeliharaan; dan 

c. perawatan. 
 

Pasal 8 
(1) Operasional Sarusun pada Rumah Susun Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan 

dengan kegiatan: 
a. penatausahaan; dan 
b. pengelolaan keuangan. 

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan kegiatan tata kelola administrasi 

Sarusun pada Rumah Susun Negara yang meliputi: 
a. sosialisasi mengenai penghunian Rumah Susun 

Negara; 

b. pendaftaran dan seleksi calon penghuni; 
c. penetapan calon penghuni; dan 
d. penyusunan tata tertib penghunian. 

(3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b merupakan kegiatan tata kelola keuangan 

Sarusun pada Rumah Susun Negara yang terdiri atas: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; dan 

c. pengawasan dan pengendalian. 
(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

a merupakan rangkaian kegiatan dalam manajemen 
keuangan dan sumber pendapatan untuk pengelolaan 
Sarusun pada Rumah Susun Negara. 

(5) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diperoleh dari hasil penyewaan ruang hunian dan ruang 
bukan hunian. 

(6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
b dilakukan oleh pengelola. 

(7) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan penyusunan 
laporan keuangan. 

 
Pasal 9 

(1) Pemeliharaan Sarusun pada Rumah Susun Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan 
untuk menjaga keandalan bangunan beserta prasarana 

dan sarana agar tetap laik fungsi. 
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(2) Pemeliharaan Sarusun pada Rumah Susun Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

pengelola yang meliputi prasarana, sarana, dan utilitas 
umum Sarusun pada Rumah Susun Negara. 

 
Pasal 10 

(1) Perawatan Sarusun pada Rumah Susun Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan 
kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian 
bangunan Sarusun pada Rumah Susun Negara dan/atau 

komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana, dan 
sarana agar Sarusun pada Rumah Susun Negara tetap 

laik fungsi. 
(2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. perawatan rutin; 
b. perawatan berkala; dan 

c. perawatan mendesak/perawatan darurat. 
(3) Perawatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a merupakan perawatan yang dilakukan secara 

rutin atau setiap hari. 
(4) Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b merupakan perawatan yang dilakukan dalam 

jangka waktu tertentu. 
(5) Perawatan mendesak/perawatan darurat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perawatan 
yang membutuhkan tindakan/perbaikan segera. 

(6) Pengelola melakukan pemeriksaan rutin terhadap Rumah 

Susun Negara.  
(7) Dalam hal pada pemeriksaan rutin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) ditemukan kerusakan pada 

Sarusun pada Rumah Susun Negara, pengelola 
menentukan perawatan dan penganggaran biaya yang 

dibutuhkan. 
(8) Perawatan dan penganggaran biaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan tingkat 

kerusakan terhadap Sarusun pada Rumah Susun Negara. 
 

Bagian Ketiga 
Penghunian Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun 

Negara 

 
Pasal 11 

(1) Penghuni Sarusun pada Rumah Susun Negara harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Pegawai BPKP; dan 

b. belum memiliki rumah/tempat tinggal yang tetap 
dalam kawasan aglomerasi tertentu.  

(2) Calon penghuni Sarusun pada Rumah Susun Negara 

mengajukan surat permohonan penghunian Sarusun 
pada Rumah Susun Negara yang telah disetujui oleh 

atasan langsung kepada pengelola.   
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(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disertai dengan: 

a. surat pernyataan kesanggupan membayar; dan 
b. surat pernyataan belum memiliki rumah/tempat 

tinggal yang tetap dalam kawasan aglomerasi 
tertentu. 

(4) Pengelola melakukan verifikasi terhadap permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). 
(5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

berupa: 

a. persetujuan; atau 
b. penolakan. 

(6) Format surat permohonan penghunian Sarusun pada 
Rumah Susun Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 
 

Pasal 12 
(1) Dalam hal hasil verifikasi berupa persetujuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, 

pengelola menerbitkan surat izin penghunian Sarusun 
pada Rumah Susun Negara. 

(2) Surat izin penghunian Sarusun pada Rumah Susun 

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
berdasarkan: 

a. unit; atau 
b. kamar, 
yang tersedia di Sarusun pada Rumah Susun Negara. 

(3) Dalam hal Sarusun pada Rumah Susun Negara dihuni 
oleh Pegawai BPKP beserta keluarga, surat izin 
penghunian yang diterbitkan berdasarkan unit 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. 
(4) Dalam hal Sarusun pada Rumah Susun Negara dihuni 

oleh Pegawai BPKP yang tidak beserta keluarga atau 
belum berkeluarga, surat izin penghunian diterbitkan 
berdasarkan unit atau kamar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). 
(5) Pengelola melakukan pemutakhiran data secara berkala 

minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan terhadap 
penghuni Sarusun pada Rumah Susun Negara. 

(6) Format surat izin penghunian Sarusun pada Rumah 

Susun Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 
Pasal 13 

Dalam hal hasil verifikasi berupa penolakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b, pengelola 
mengembalikan berkas permohonan kepada calon penghuni. 
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Pasal 14 
(1) Jangka waktu sewa Sarusun pada Rumah Susun Negara 

berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. 
(2) Permohonan perpanjangan sewa Sarusun pada Rumah 

Susun Negara harus diajukan paling lambat 30 (tiga 
puluh) Hari sebelum jangka waktu surat izin penghunian 
Sarusun pada Rumah Susun Negara berakhir. 

(3) Format surat permohonan perpanjangan sewa Sarusun 
pada Rumah Susun Negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 
 

Pasal 15 
(1) Penghuni yang melanggar ketentuan yang tercantum 

dalam surat izin penghunian Sarusun pada Rumah Susun 

Negara dikenai sanksi berupa: 
a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 
c. pembongkaran; dan/atau 
d. pencabutan surat izin penghunian Sarusun pada 

Rumah Susun Negara. 
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 

oleh pengelola. 

(3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dilakukan 1 (satu) kali dengan tenggang waktu paling 

lama 7 (tujuh) Hari. 
(4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b diberikan dalam hal teguran lisan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan.  
(5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan, paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut 

dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 7 
(tujuh) Hari. 

(6) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dilakukan dalam hal penghuni mengubah fisik 
bangunan dan/atau fungsi pemanfaatan ruang. 

(7) Segala biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) dan akibat yang ditimbulkan dibebankan kepada 

penghuni. 
(8) Pembongkaran dan/atau pencabutan surat izin 

penghunian Sarusun pada Rumah Susun Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d 
dilakukan oleh pengelola apabila penghuni tidak 
melaksanakan teguran tertulis yang ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5). 
 

Pasal 16 
Dalam hal penghuni: 
a. mengalami mutasi antar unit kerja; 

b. berhenti sebagai Pegawai BPKP; atau 
c. mengundurkan diri sebagai penghuni Sarusun pada 

Rumah Susun Negara, 
pengelola mencabut surat izin penghunian Sarusun pada 
Rumah Susun Negara. 
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Pasal 17 
(1) Pencabutan surat izin penghunian Sarusun pada Rumah 

Susun Negara oleh pengelola sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (8) dan Pasal 16 dilakukan dengan 

menerbitkan surat pencabutan surat izin penghunian 
Sarusun pada Rumah Susun Negara. 

(2) Dalam hal surat izin penghunian Sarusun pada Rumah 

Susun Negara dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), penghuni harus meninggalkan Sarusun pada Rumah 
Susun Negara paling lambat pada akhir bulan berikutnya. 

(3) Format surat pencabutan surat izin penghunian Sarusun 
pada Rumah Susun Negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

BAB III 
BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN 

TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN 
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEWA 
SATUAN RUMAH SUSUN PADA RUMAH SUSUN NEGARA 

 
Bagian Kesatu 

Biaya Sewa 

 
Pasal 18 

(1) Biaya sewa Sarusun pada Rumah Susun Negara dipungut 
sesuai dengan Tarif Sewa. 

(2) Tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dan ditetapkan berdasarkan: 
a. biaya pengelolaan; dan 
b. struktur tarif.  

 
Pasal 19 

(1) Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kebutuhan nyata: 
a. biaya operasional; 

b. biaya pemeliharaan; dan 
c. biaya perawatan. 

(2) Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan komponen dalam penetapan Tarif Sewa 
Sarusun pada Rumah Susun Negara. 

(3) Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 
 

Pasal 20 

(1) Struktur tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(2) huruf b diklasifikasikan menjadi tarif atas, tarif 

menengah, dan tarif bawah. 
(2) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 
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Bagian Kedua 
Penetapan Tarif Sewa 

 
Pasal 21 

(1) Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sewa 
Sarusun pada Rumah Susun Negara yang berlaku pada 
BPKP dikenai tarif sampai dengan 0 (nol) rupiah atau 0% 

(nol persen) dengan pertimbangan tertentu. 
(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa upaya pemberian fasilitas untuk meningkatkan 
kenyamanan bagi Pegawai BPKP sebagai penunjang dalam 
peningkatan kinerja pelaksanaan tugas melalui 

pemberian hunian Sarusun pada Rumah Susun Negara 
yang layak dan terjangkau. 

 

Pasal 22 
(1) Penetapan Tarif Sewa Sarusun pada Rumah Susun 

Negara dilakukan berdasarkan formula perhitungan. 
(2) Formula perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sebagai berikut: 

Tarif Sewa Sarusun = Struktur Tarif x Faktor Penyesuai 

(3) Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berupa keringanan Tarif Sewa atau penambah Tarif Sewa.  
(4) Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berupa keringanan tarif yaitu dalam rentang 40% (empat 

puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh 
persen).     

(5) Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terdiri atas unsur pembentuk sebagai berikut: 
a. luas Sarusun pada Rumah Susun Negara;  

b. lokasi Sarusun pada Rumah Susun Negara dengan 
kantor;  

c. lokasi Sarusun pada Rumah Susun Negara dari 
pusat kota/keramaian; dan 

d. fasilitas di dalam Rumah Susun Negara. 

(6) Besaran Tarif Sewa Sarusun pada Rumah Susun Negara 
ditetapkan oleh Kepala BPKP. 

 

Pasal 23 
(1) Sarusun pada Rumah Susun Negara yang belum 

mempunyai surat izin penghunian dapat dihuni oleh 
Pegawai BPKP atau keluarga Pegawai BPKP. 

(2) Pegawai BPKP dan/atau keluarga Pegawai BPKP yang 

menghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
ketentuan:  

a. memiliki surat izin penghunian harian Sarusun pada 
Rumah Susun Negara; dan 

b. jangka waktu penghunian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan dan dapat 
diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan. 

(3) Tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikenakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif 
Sewa yang ditetapkan untuk 7 (tujuh) Hari dan berlaku 

kelipatannya. 
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(4) Format surat izin penghunian harian Sarusun pada 
Rumah Susun Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 
 

Bagian Ketiga  

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif 
 

Pasal 24 

(1) Pengenaan Tarif Sewa kepada penghuni dilakukan dengan 
menyampaikan dokumen surat izin penghunian kepada 

Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kantor Pusat BPKP.  
(2) Pengenaan Tarif Sewa untuk penghunian harian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan 

surat izin penghunian harian. 
(3) Pengenaan pembayaran Tarif Sewa dilakukan melalui 

pemotongan gaji oleh Bendahara Pengeluaran Satuan 
Kerja Kantor Pusat BPKP berdasarkan besaran Tarif Sewa 
yang tertuang dalam surat izin penghunian atau surat izin 

penghunian harian. 
(4) Tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan negara 

bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan sewa 
Sarusun pada Rumah Susun Negara sebagai penerimaan 
negara bukan pajak ditetapkan oleh Kepala BPKP. 
 

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 25 
(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat 

BPKP. 
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan terhadap: 

a. pengelolaan Sarusun pada Rumah Susun Negara; 
dan 

b. pelaksanaan pengenaan Tarif Sewa Sarusun pada 
Rumah Susun Negara. 

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun. 

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala 
BPKP. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 26 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 

  



- 12 - 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Juli 2025             
 

KEPALA BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
Œ 

 
MUHAMMAD YUSUF ATEH 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal               Д 
 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 
   

Ѽ 
 
DHAHANA PUTRA 

 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR    Ж   
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG 
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 

NEGARA SERTA BESARAN, 
PERSYARATAN, DAN TATA CARA 
PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN 

NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS 
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN 

PAJAK SEWA SATUAN RUMAH SUSUN 
PADA RUMAH SUSUN NEGARA DI 
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
 

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHUNIAN  
SATUAN RUMAH SUSUN PADA RUMAH SUSUN NEGARA 

 

Kepada 
Yth. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa atau 
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi 

di … (Kota Lokasi Kantor) 
 

Hal: Permohonan Penghunian Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun 
Negara 
 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini,  
Nama : 

Jabatan : 
Alamat : 

Nomor KTP : 
Nomor KK : 
Nomor Akta Nikah : 

 
Dengan ini mengajukan permohonan menempati/menghuni Satuan Rumah 

Susun pada Rumah Susun Negara karena sebagai Pegawai BPKP saat ini 
belum memiliki rumah sendiri dan Rumah Susun tersebut dekat dengan 
tempat saya bekerja. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai bahan pertimbangan 
Bapak/Ibu, bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut: 
a. surat pernyataan kesanggupan membayar; dan 

b. surat pernyataan belum memiliki rumah/tempat tinggal yang tetap 
dalam kawasan aglomerasi tertentu yang ditetapkan. 

 
Bahwa data nomor KTP, KK, dan Akta Nikah tersebut merupakan data 
termutakhir sebagaimana terdapat dalam aplikasi sistem informasi sumber 

daya manusia BPKP. 
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Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya 
mengucapkan terima kasih. 

  
Mengetahui, 

Atasan Langsung 
 
 

 
Nama Lengkap 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 

Pemohon, 
 
 

 
Nama Lengkap 

                                                     

 
 

KEPALA BADAN PENGAWASAN 
KEUANGAN  DAN PEMBANGUNAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 
MUHAMMAD YUSUF ATEH 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG 
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 

NEGARA SERTA BESARAN, 
PERSYARATAN, DAN TATA CARA 
PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN 

NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS 
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN 

PAJAK SEWA SATUAN RUMAH SUSUN 
PADA RUMAH SUSUN NEGARA DI 
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
 

FORMAT SURAT IZIN PENGHUNIAN 
SATUAN RUMAH SUSUN PADA RUMAH SUSUN NEGARA 

 

KOP SURAT 

 
KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA 

(ATAU) KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 
PEMBANGUNAN PROVINSI … 

NOMOR: .../KEP-…/.../... 
TENTANG 

IZIN PENGHUNIAN SATUAN RUMAH SUSUN PADA RUMAH SUSUN NEGARA 

 
KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA  

(ATAU) KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN PROVINSI … 
 

 
Menimbang : a.  bahwa rumah susun negara merupakan rumah susun 

yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal 

atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta 
penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau aparatur 

sipil negara; 
  b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penghunian 

rumah susun negara di lingkungan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan perlu mengatur penghunian 
dan persewaan rumah susun negara; 

  c.  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala 
Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (atau) Kepala 

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Provinsi … tentang Izin Penghunian Satuan 
Rumah Susun pada Rumah Susun Negara; 

 
 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 
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  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5252); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4515); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625); 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6892); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 

Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 5); 

  8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2025 Nomor 378);  

  9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor … Tahun 2025 tentang Pengelolaan 

Rumah Susun Negara serta Besaran, Persyaratan, dan 
Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah 
atau Nol Persen atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak Sewa Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun 
Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan 
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Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2025 Nomor …); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  
KESATU    : Memberikan Izin Penghunian Satuan Rumah Susun pada 

Rumah Susun Negara kepada: 

Nama : … 

NIP : … 
Jabatan : … 
Pangkat/Golongan : … 

Unit Kerja : … 
untuk menghuni Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun 

Negara yang terletak di: 
Nama Rusun : … 
Alamat : … 

Lantai : … 
Nomor Unit : … 

Tipe Unit : (Tipe 36 (atau) 24;  
  Sharing (atau) Nonsharing) 

Sewa per Bulan : Rp…. 

KEDUA : Pembayaran sewa terhitung mulai Satuan Rumah Susun pada 
Rumah Susun Negara ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu 

sejak … dan dipotong setiap bulan dari rekening pembayaran 
gaji pegawai. 

KETIGA :   Ketentuan penghunian Satuan Rumah Susun pada Rumah 

Susun Negara tersebut sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan Kepala Biro (atau) Kepala Perwakilan 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi ini. 

KEEMPAT :  Apabila Penghuni melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam diktum KETIGA, hak penghunian yang 

diberikan dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena 
pencabutan izin tersebut dibebankan kepada Penghuni. 

KELIMA :  Keputusan Kepala Biro (atau) Kepala Perwakilan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

       
Ditetapkan di …  

pada tanggal … 
 
KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN 

BARANG/JASA (ATAU) KEPALA 
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
PROVINSI … 
 

 
 

… 
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LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN 

PENGADAAN BARANG/JASA (ATAU) 
KEPALA PERWAKILAN BADAN 

PENGAWASAN KEUANGAN DAN 
PEMBANGUNAN PROVINSI … 

NOMOR … 

TENTANG 
IZIN PENGHUNIAN SATUAN RUMAH 
SUSUN PADA RUMAH SUSUN NEGARA 

 
KETENTUAN PENGHUNIAN SATUAN RUMAH SUSUN PADA RUMAH SUSUN 

NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN 

 
(dapat disesuaikan dengan kebutuhan termutakhir) 

 

1. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Susun Negara ini berlaku selama 2 
(dua) tahun sejak ditetapkan. 

2. SIP Rumah Susun Negara berakhir dalam hal Pemegang SIP: 
a. mutasi; 
b. berhenti sebagai Pegawai BPKP; 

c. mengundurkan diri sebagai Penghuni Satuan Rumah Susun pada 
Rumah Susun Negara; atau  

d. melanggar ketentuan yang terdapat dalam SIP. 
3. Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Negara harus sudah ditempati 

oleh Pemegang SIP paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkan sebagai 

Penghuni. 
4. Pemegang SIP beserta keluarganya tidak boleh menempati lebih dari 1 

(satu) unit Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Negara. 

5. Pemegang SIP bertanggung jawab atas segala biaya perbaikan/penggantian 
terhadap kerusakan/kehilangan yang terjadi akibat 

kesalahan/kelalaiannya. 
6. Pemegang SIP wajib: 

a. membayar biaya pemakaian daya listrik yang timbul dari unit Satuan 

Rumah Susun pada Rumah Susun Negara yang dihuni. 
b. menaati segala ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib Penghuni 

Rumah Susun Negara yang telah ditetapkan oleh Pengelola; 

c. menjaga keamanan dan ketertiban Rumah Susun Negara; 
d. menjaga kebersihan dan keindahan Rumah Susun Negara; dan 

e. menjaga ketertiban penggunaan dan memelihara fasilitas umum di 
lingkungan Rumah Susun Negara. 

7. Pemegang SIP dilarang: 

a. memindahkan hak Pemegang SIP Satuan Rumah Susun pada Rumah 
Susun Negara atau menyewakan/mengontrakkan sebagian atau 

seluruh unit Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Negara kepada 
pihak lain; 

b. mengubah bentuk unit Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun 

Negara dan meubelair atau benda yang ada di dalamnya tanpa izin 
Pengelola Rumah Susun Negara; 

c. menggunakan sebagian atau seluruh unit Satuan Rumah Susun pada 

Rumah Susun Negara untuk keperluan lain di luar yang telah 
ditentukan oleh Pengelola Rumah Susun Negara; 

d. mengubah prasarana, sarana, dan utilitas umum Rumah Susun 
Negara; 
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e. berjudi, menjual/memakai narkoba dan/atau minuman beralkohol, 
melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, kepatutan, 

dan/atau agama, melakukan kegiatan yang menimbulkan suara 
keras/bising, dan bau menyengat; 

f. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

g. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar, 

dan/atau bahan terlarang; dan 
h. memanfaatkan ruang bukan hunian tanpa seizin Pengelola. 

8. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam SIP ini 

dapat berakibat dibatalkannya SIP Satuan Rumah Susun pada Rumah 
Susun Negara. 

9. Dalam hal pemegang SIP mengetahui adanya Penghuni Unit Satuan 
Rumah Susun pada Rumah Susun Negara melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan penghunian, pengaduan dapat disampaikan langsung 

ke Pengelola. 
10. Dalam hal SIP dicabut atau telah berakhir, Penghuni harus mengosongkan 

unit tersebut dan harus mengembalikan unit seperti kondisi semula serta 
menyerahkan kunci dan meubelair dalam keadaan baik dan lengkap 
kepada Pengelola paling lambat pada akhir bulan berikutnya. 

11. Pengelola secara sendiri dapat melakukan pengawasan secara berkala 
maupun insidentil dengan ada/tanpa pemberitahuan kepada Penghuni. 

12. SIP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa 

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dicabut dan 
dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. 

 

Dengan telah ditandatanganinya SIP ini, maka Pemegang SIP menyatakan telah 
membaca dan sanggup menaati segala ketentuan penghunian Rumah Susun 
Negara. 

 

Pemegang SIP Foto 
Pegawai 

Kepala Biro Umum dan PBJ/Kepala 
Perwakilan BPKP Provinsi … 

  Meterai 

   10000 

 
Nama Lengkap 

 
Pas Foto 

2x3 

 
 
 

Nama Lengkap 

 
 

KEPALA BADAN PENGAWASAN 
KEUANGAN  DAN PEMBANGUNAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 

MUHAMMAD YUSUF ATEH 
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LAMPIRAN III 
PERATURAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG 
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 

NEGARA SERTA BESARAN, 
PERSYARATAN, DAN TATA CARA 
PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN 

NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS 
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN 

PAJAK SEWA SATUAN RUMAH SUSUN 
PADA RUMAH SUSUN NEGARA DI 
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
 

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN  
SEWA SATUAN RUMAH SUSUN PADA RUMAH SUSUN NEGARA 

 

Kepada 
Yth. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa atau  
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi 

di … (Kota Lokasi Kantor) 
 

Hal: Permohonan Perpanjangan Penghunian Satuan Rumah Susun pada 
Rumah Susun Negara 

 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini,  
Nama    : 

Jabatan   :  
Alamat   : 

Nomor KTP   : 
Nomor KK   : 
Nomor Akta Nikah : 

 
Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan menempati/menghuni 

Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Negara karena sebagai Pegawai BPKP 
saat ini belum memiliki rumah sendiri dan Rumah Susun Negara tersebut dekat 
dengan tempat saya bekerja. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai bahan pertimbangan 
Bapak/Ibu, bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut: 
1. surat pernyataan kesanggupan membayar; dan 

2. surat pernyataan belum memiliki rumah/tempat tinggal yang tetap dalam 
kawasan aglomerasi tertentu yang ditetapkan. 

 
Bahwa data nomor KTP, KK, dan Akta Nikah tersebut merupakan data 
termutakhir sebagaimana terdapat dalam aplikasi sistem informasi sumber 

daya manusia BPKP. 
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Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya 
mengucapkan terima kasih. 

 
Mengetahui, 

Atasan Langsung 
 
 

Nama Lengkap 

Tempat, Tanggal, Bulan Tahun  

Pemohon, 
 
 

Nama Lengkap 
 
 

KEPALA BADAN PENGAWASAN 
KEUANGAN  DAN PEMBANGUNAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 

 
MUHAMMAD YUSUF ATEH 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG 
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 

NEGARA SERTA BESARAN, 
PERSYARATAN, DAN TATA CARA 
PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN 

NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS 
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN 

PAJAK SEWA SATUAN RUMAH SUSUN 
PADA RUMAH SUSUN NEGARA DI 
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
 

FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT IZIN PENGHUNIAN 
SATUAN RUMAH SUSUN PADA RUMAH SUSUN NEGARA 

 

KOP SURAT 

 

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA 
(ATAU) KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN PROVINSI … 

NOMOR .../KEP-…/.../... 
TENTANG 

PENCABUTAN IZIN PENGHUNIAN SATUAN RUMAH SUSUN PADA RUMAH 

SUSUN NEGARA 
 

KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA  
(ATAU) KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN PROVINSI … 

 
 
Menimbang : a.  bahwa rumah susun negara merupakan rumah susun 

yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal 
atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta 

penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau aparatur 
sipil negara; 

  b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penghunian 

rumah susun negara di lingkungan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan perlu mengatur penghunian 

dan persewaan rumah susun negara; 
  c.  bahwa Penghuni Satuan Rumah Susun pada Rumah 

Susun Negara mengalami mutasi (atau) berhenti sebagai 

Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(atau) mengundurkan diri sebagai penghuni Satuan 
Rumah Susun pada Rumah Susun Negara (atau) 

melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin 
penghunian Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun 

Negara, sehingga izin penghunian Satuan Rumah Susun 
pada Rumah Susun Negara perlu dicabut;  

  d.  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
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Keputusan Kepala Biro Umum dan Pengadaan 
Barang/Jasa (atau) Kepala Perwakilan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi … 
tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Susun 

Negara; 
 
Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5252); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 

Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4515); 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625); 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6892); 
  7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 

Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 5); 
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  8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2025 Nomor 378);  
  9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor … Tahun 2025 tentang Pengelolaan 

Rumah Susun Negara serta Besaran, Persyaratan, dan 
Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah 
atau Nol Persen atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak Sewa Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun 
Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2025 Nomor …); 

 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  

KESATU    : Mencabut Izin Penghunian Satuan Rumah Susun pada Rumah 
Susun Negara kepada: 
Nama : … 

NIP : … 

Jabatan : … 
Pangkat/Golongan : … 
Unit Kerja : … 

Nomor SIP : ... 
dalam menghuni Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun 

Negara yang terletak di: 
Nama Rusun : … 
Alamat : … 

Lantai : … 
Nomor Unit : … 
Tipe Unit : (Tipe 36 (atau) 24;  

  Sharing (atau) Nonsharing) 
KEDUA : Pembayaran sewa terhitung sampai dengan Satuan Rumah 

Susun pada Rumah Susun Negara ditinggalkan oleh yang 
bersangkutan, yaitu sampai dengan bulan … tahun …. 

KETIGA :   Penghuni Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Negara 

wajib mengembalikan keadaan Satuan Rumah Susun pada 
Rumah Susun Negara seperti kondisi awal sebelum 

dikembalikan ke Pengelola Rumah Susun. 
KEEMPAT :  Segala akibat yang timbul karena pencabutan izin penghunian 

Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Negara dibebankan 

kepada Penghuni. 
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KELIMA :  Keputusan Kepala Biro (atau) Kepala Perwakilan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
       

Ditetapkan di …  

pada tanggal … 
 
KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN 

BARANG/JASA (ATAU) KEPALA 
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
PROVINSI … 
 

 
 

… 
 

 
 

KEPALA BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN  DAN PEMBANGUNAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 
 

MUHAMMAD YUSUF ATEH 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG 
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 

NEGARA SERTA BESARAN, 
PERSYARATAN, DAN TATA CARA 
PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN 

NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS 
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN 

PAJAK SEWA SATUAN RUMAH SUSUN 
PADA RUMAH SUSUN NEGARA DI 
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
 

BIAYA PENGELOLAAN 

Biaya Pengelolaan = Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan + Biaya Perawatan 

 
Komponen Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun 
 

No Biaya Kebutuhan Rumus Keterangan 

1 Biaya Operasional 1. Gaji Pegawai 

2. Pembayaran air, 

listrik, dan 

telepon bersama. 

3. Administrasi 
Pengelola 

4. Pajak Bumi dan 

Bangunan 

5. PPH Final 

6. Asuransi 

(Asuransi 
Kebakaran) 

7. Biaya lainnya 

bila ada (air 

minum, gas, 

transport) 

Rumus Perhitungan 

Biaya Operasional : 

(Biaya operasional 

per bulan 

(Gaji Pegawai + 
Administrasi 

Pengelola + Listrik, 

Air, Telepon + Pajak 

Bumi dan Bangunan 

(PBB) per bulan + 

Asuransi bangunan 
per bulan + Sewa 

Tanah BMN per 

bulan + biaya 

lainnya))/ 

Jumlah Unit Hunian 

1. gaji pegawai, 

administrasi 

pengelola, listrik, 

air, telepon, Pajak 

Bumi dan 
Bangunan (PBB) 

dihitung 

berdasarkan 

realisasi tahun 

yang lalu. 

2. Penghitungan 
asuransi 

bangunan, sewa 

tanah BMN, dan 

biaya lainnya 

dihitung 
berdasarkan 

estimasi tahun 

berjalan. 

3. Biaya lainnya 

disesuaikan dengan 

kebutuhan 
operasional 

bangunan, antara 

lain biaya air 

minum, gas, 

transport dan 
langganan internet. 

2 Biaya 

Pemeliharaan 

1. Iuran kebersihan 

2. Pemeliharaan 

pompa air/tank 

air 

3. Penyedotan tinja  

4. Biaya lainnya 
untuk 

pemeliharaann

ya 

Rumus Perhitungan 

Biaya 

Pemeliharaan/bulan: 

● (2% x Harga 

Satuan Bangunan 

Gedung Negara 
(HSBGN) x Luas 

Total Bangunan 

Gedung)/12 

Biaya Pemeliharaan 

dalam rumus 

ditetapkan paling 

banyak 2% (dua 

persen) dari harga 

standar per m2 
tertinggi tahun 

berjalan. 
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3 Biaya Perawatan 1. Iuran kebersihan 

2. Pemeliharaan 

pompa air/tank 
air 

3. Penyedotan tinja 

4. Biaya lainnya 

untuk 

pemeliharaanny

a 

Rumus Perhitungan 

Biaya Perawatan: 

● Biaya Perawatan 
Untuk Pekerjaan 

Standar + Biaya 

Perawatan Untuk 

Pekerjaan Non 

Standar 

Penghitungan Biaya 

Perawatan dilakukan 

setelah terjadi 
kerusakan bangunan 

berdasarkan tingkat 

kerusakan yaitu 

kerusakan ringan, 

sedang, dan berat 

 
 

KEPALA BADAN PENGAWASAN 
KEUANGAN  DAN PEMBANGUNAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 

MUHAMMAD YUSUF ATEH 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG 
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 

NEGARA SERTA BESARAN, 
PERSYARATAN, DAN TATA CARA 
PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN 

NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS 
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN 

PAJAK SEWA SATUAN RUMAH SUSUN 
PADA RUMAH SUSUN NEGARA DI 
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
 

STRUKTUR TARIF 
 

A. Struktur Tarif Atas 
                                               

Struktur Tarif Atas           =      Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan 
                               Jumlah Unit Sarusun 

 

B. Struktur Tarif Menengah 
 

Struktur Tarif Menengah  =    Biaya Operasional atau Biaya Pemeliharaan 
                                                  Jumlah Unit Sarusun 

 
C. Struktur Tarif Bawah 

 

Struktur Tarif Bawah      =    (Biaya Operasional atau Biaya Pemeliharaan) x 50% 
                                                      Jumlah Unit Sarusun 

 
 
 

KEPALA BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN  DAN PEMBANGUNAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 

MUHAMMAD YUSUF ATEH 
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LAMPIRAN VII 
PERATURAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG 
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 

NEGARA SERTA BESARAN, 
PERSYARATAN, DAN TATA CARA 
PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN 

NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS 
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN 

PAJAK SEWA SATUAN RUMAH SUSUN 
PADA RUMAH SUSUN NEGARA DI 
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
 

FORMAT SURAT IZIN PENGHUNIAN HARIAN 
SATUAN RUMAH SUSUN PADA RUMAH SUSUN NEGARA 

 

KOP SURAT 

 
KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA 

(ATAU) KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 
PEMBANGUNAN PROVINSI … 

NOMOR: .../KEP-…/.../... 
TENTANG 

IZIN PENGHUNIAN HARIAN SATUAN RUMAH SUSUN PADA RUMAH SUSUN 

NEGARA 
 

KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA  

(ATAU) KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 
PEMBANGUNAN PROVINSI … 

 
 
Menimbang : a.  bahwa rumah susun negara merupakan rumah susun 

yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal 
atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta 

penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau aparatur 
sipil negara; 

  b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penghunian 

rumah susun negara di lingkungan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan perlu mengatur penghunian 
dan persewaan rumah susun negara; 

  c.  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala 

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (atau) Kepala 
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Provinsi … tentang Izin Penghunian Harian 

Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Negara; 
 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 
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  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5252); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4515); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625); 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6892); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 

Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 5); 

  8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2025 Nomor 378);  

  9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor … Tahun 2025 tentang Pengelolaan 

Rumah Susun Negara serta Besaran, Persyaratan, dan 
Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah 
atau Nol Persen atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak Sewa Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun 
Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan 
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Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2025 Nomor …); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  
KESATU      : Memberikan Izin Penghunian Harian Satuan Rumah Susun 

pada Rumah Susun Negara kepada: 

Nama : 

NIP : 
Jabatan : 
Pangkat/Golongan :  

Unit Kerja :  
untuk menghuni Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun 

Negara yang terletak di: 
Nama Rusun : 
Alamat : 

Lantai : 
Nomor Unit :  

Tipe Unit : (Tipe 36 (atau) 24;  
  Sharing (atau) Nonsharing) 

Sewa per Bulan : Rp…. 

KEDUA : Pembayaran sewa terhitung mulai Satuan Rumah Susun 
pada Rumah Susun Negara ditempati oleh yang 

bersangkutan, yaitu sejak … dan dipotong setiap bulan dari 
rekening pembayaran gaji pegawai. 

KETIGA :   Ketentuan penghunian harian Satuan Rumah Susun pada 

Rumah Susun Negara sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan Kepala Biro (atau) Kepala Perwakilan 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi 

ini. 
KEEMPAT :  Apabila Penghuni melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam diktum KETIGA, hak penghunian yang 
diberikan dapat dicabut dan segala akibat yang timbul 
karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang 

bersangkutan. 
KELIMA :  Keputusan Kepala Biro (atau) Kepala Perwakilan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi ini mulai 

berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

       
Ditetapkan di … 
pada tanggal … 

 
KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN 

BARANG/JASA (ATAU) KEPALA 
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN 
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

PROVINSI … 
 
 

 
… 
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LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN 

PENGADAAN BARANG/JASA (ATAU) 
KEPALA PERWAKILAN BADAN 

PENGAWASAN KEUANGAN DAN 
PEMBANGUNAN PROVINSI … 

NOMOR … 

TENTANG 
IZIN PENGHUNIAN HARIAN SATUAN 
RUMAH SUSUN PADA RUMAH SUSUN 

NEGARA 

 
KETENTUAN PENGHUNIAN HARIAN SATUAN RUMAH SUSUN PADA RUMAH 

SUSUN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 
PEMBANGUNAN 

 
(dapat disesuaikan dengan kebutuhan termutakhir) 

 

1. Surat Izin Penghunian (SIP) Harian Satuan Rumah Susun pada Rumah 

Susun Negara ini hanya berlaku selama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan. 
2. Pemegang SIP Harian beserta keluarganya tidak boleh menempati lebih 

dari 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Negara. 

3. Pemegang SIP Harian bertanggung jawab atas segala biaya 
perbaikan/penggantian terhadap kerusakan/kehilangan yang terjadi 

akibat kesalahan/kelalaiannya. 
4. Pemegang SIP Harian wajib: 

a. membayar biaya pemakaian daya listrik yang timbul dari unit Satuan 

Rumah Susun pada Rumah Susun Negara yang dihuni. 
b. menaati segala ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib Penghuni 

Rumah Susun Negara yang telah ditetapkan oleh Pengelola; 

c. menjaga keamanan dan ketertiban Rumah Susun Negara; 
d. menjaga kebersihan dan keindahan Rumah Susun Negara; dan 

e. menjaga ketertiban penggunaan dan memelihara fasilitas umum di 
lingkungan Rumah Susun Negara. 

5. Pemegang SIP Harian dilarang: 

a. memindahkan hak Pemegang SIP Harian Satuan Rumah Susun pada 
Rumah Susun Negara atau menyewakan/mengontrakkan sebagian 
atau seluruh unit Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Negara 

kepada pihak lain; 
b. mengubah bentuk unit Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun 

Negara dan meubelair atau benda yang ada di dalamnya tanpa izin 
Pengelola; 

c. menggunakan sebagian atau seluruh unit Satuan Rumah Susun pada 

Rumah Susun Negara untuk keperluan lain di luar yang telah 
ditentukan oleh Pengelola; 

d. mengubah prasarana, sarana, dan utilitas umum Rumah Susun 
Negara; 

e. berjudi, menjual/memakai narkoba dan/atau minuman beralkohol, 

melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, kepatutan, 
dan/atau agama, melakukan kegiatan yang menimbulkan suara 
keras/bising, dan bau menyengat; 

f. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

g. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar, 
dan/atau bahan terlarang; dan 

h. memanfaatkan ruang bukan hunian tanpa seizin Pengelola. 
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6. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam SIP Harian 
ini dapat berakibat dibatalkannya SIP Harian Satuan Rumah Susun pada 

Rumah Susun Negara. 
7. Dalam hal pemegang SIP Harian mengetahui adanya Penghuni Unit Satuan 

Rumah Susun pada Rumah Susun Negara melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan penghunian, pengaduan dapat disampaikan langsung 
ke Pengelola. 

8. Dalam hal SIP Harian dicabut atau telah berakhir, Penghuni harus segera 
mengosongkan unit tersebut dan harus mengembalikan unit seperti 
kondisi semula serta menyerahkan kunci dan meubelair dalam keadaan 

baik dan lengkap kepada Pengelola. 
9. Pengelola secara sendiri dapat melakukan pengawasan secara berkala 

maupun insidentil dengan ada/tanpa pemberitahuan kepada Penghuni. 
10. SIP Harian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan 

dicabut dan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. 
 

Dengan telah ditandatanganinya SIP Harian ini, maka Pemegang SIP Harian 
menyatakan telah membaca dan sanggup menaati segala ketentuan 

penghunian Rumah Susun Negara. 
 

Pemegang SIP Harian Foto 
Pegawai 

Kepala Biro Umum dan PBJ/Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi … 

  Meterai 
   10000 
 

Nama Lengkap 

 
Pas Foto 

2x3 

 
 
 

Nama Lengkap 

 

 
 

KEPALA BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 

MUHAMMAD YUSUF ATEH 
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